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Tesisini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 83/Pdt.G/2016/Pn.Sby.
Permasalahan yang dibahas adalah keabsahan RUPS yang diselenggarakan Direksi selama Direksi
berperkara dengan perseroannya dan pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta RUPS yang dibuat
dihadapannya serta akibat hukum atas pembatalan Akta RUPS tersebut. Metode penelitian yang digunakan
adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data tersebut meliputi
studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara terhadap narasumber. Kemudian dianalisis
menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa,
RUPS yang diselenggarakan oleh Direksi yang sedang berperkara dengan perseroannya adalah tetap sah
berdasarkan Pasal 79j0. Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT dan tidak bertentangan dengan Pasal 99 ayat (1)
huruf aUUPT. Dan pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Berita Acara RUPS tersebut hanya sebatas
padaformalitas dari suatu akta autentik dan tidak terhadap materi akta. Serta akibat hukum dari pembatalan
aktatersebut adalah segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi RUPS.
Berdasarkan penelitian tersebut Penulis menyarankan agar Magjelis Hakim dalam putusannya harus lebih
cermat dalam memperhatikan perbedaan kewenangan yang dimiliki oleh anggota Direksi dalam ketentuan
Pasal 99 ayat (1) huruf aUUPT. Apabila Notaris dituduh melanggar UUJN namun tidak terbukti di
persidangan, maka Notaris dapat menuntut perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris untuk
dipulihkan namanya dengan Surat K eputusan Dewan K ehormatan yangAA memeriksanya sebagaimanaAA
ditentukan dalam Pasal 9 ayat (7) Kode Etik Notaris Tahun 2015.AA
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This thesis analyzes about Verdict of Surabaya District CourtAA Number 83/Pdt.G/2016/Pn.Sby. From this
case, the issues are about, the validity of the General Meeting Shareholders that conducted by Board of
Directors having dispute with their Company, the responsibility of the Notary for the revoke General
Meeting Shareholder Deed, and legal consequences for the revoke of the AA General Meeting Sharehol der
Deed. The research method used is normative juridical with using secondary data. Data collection
techniquesinclude literature studies and supported by interviews with interviewees. Then, analyzed
gualitatively which is descriptive analytics. The results of this research concluded that, first, the validity of
the General Meeting Shareholder isvalid based on Article 79 jo. Article 92 paragraph (1) and (2) and does
not conflict with Article 99 paragraph (1) letter a Law Number 40 year 2007 concerning The Limited
Liability Company. Second,AA the responsibility of the Notary for the General Meeting Shareholder Deed
isonly limited to the formality Deed. Third, the legal consequences of revoke the deed are that everything


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20493148&lokasi=lokal

returnsto its original state as if General Meeting Shareholder had never happened. Based on that research,
Author suggest to the Judges on their verdict have to be more careful to observe the differences of authority
of Directors on Article 99 paragraph (1) letter a Law Number 40 year 2007 concerning The Limited
Liability Company. If any Notary that accused by violate the Law Number 2 year 2014 concerning Notarys
Office, but not proven on the court, then Notary could sue alegal protection by Notary Honorary Council to
vindicate their name by using Honorary Council Decree based on Article 9 paragraph (7)Notary Code of
Ethic Year 2015.



